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Program Food Estate dan Energy di Merauke, yang menjadikan hutan menjadi lahan
produksi dalam skala besar, ditakutkan akan gagal lagi. Penyebabnya beberapa program
Ketahanan Pagan gagal dilaksanakan karena Perencanaan dan Pembukaan lahan Tanpa ijin
Amdal, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan juga ijin Lingkungan, Perampasan Hutan Adat,
Memarginalkan Masyarakat adat, Perusakanan Ekosistem Hutan, dan sistem pangan lokal.
solusinya melakukan penuntasan Hukum, Konsentrasi terhadap perlindungan hak-hak
masyarakat adat suku asli merauke, Pembangunan Food Estate dan Energy dengan prinsip
ekonomi hijau dan memperhatikan Ketahanan Pangan Lokal.

Pendahuluan

Program Food Estate di Merauke, yang
mengalihkan hutan menjadi lahan produksi dalam
skala besar, memiliki potensi besar sebagai pilar
ketahanan pangan dan energi nasional, asalkan
direncanakan dan dikelola dengan baik.
Perencanaan yang matang, program ini dapat
mendukung penyediaan pangan dan energi
secara mandiri, yang sangat penting bagi
kelangsungan hidup bangsa. Sebaliknya, jika tidak
dikelola dengan hati-hati, implementasi Food
Estate berisiko memicu krisis pangan, energi,
serta dampak kerusakan lingkungan dan sosial
yang merugikan.

Pada tahun 2022, Indonesia menduduki
peringkat ke-63 dari 113 negara pengimpor
makanan menurut Global Food Security Index
(GFSI). Peringkat ini menunjukkan ketergantungan
Indonesia terhadap impor pangan yang dapat
mengancam kedaulatan negara, terutama di
tengah ketidakpastian global. Program Food Estate
di Merauke hadir sebagai jawaban terhadap
tantangan ini, bertujuan untuk menciptakan
ketahanan pangan dan energi nasional melalui
pengembangan sektor pertanian dan penanaman
komoditas strategis dalam skala besar. Faktanya
program ini membukan lahan seluas 3,2 Juta
hektar tanpa ijin Lingkungan, Perampasan hutan
masyarakat adat, Marginalisasi mayarakat adat,
Pengabaian akan isu kerusakan lingkungan dan
terancamnya  Keaneragaman  hayati  Serta
ekosistem Pangan local.
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Kegagalan SwasembadajPangan
Orde|Baru

Food Estate adalah istilah baru dari Program
Swasembada Pangan Era Orde Baru, dengan
pembukaan lahan rawa gambut seluas 1,4 Juta
Hektar di Kalimantan Tengah. Namun proyek ini
gagal dan dibatalkan pada tahun 1999 oleh
Badan Perencanaan Nasional karena adanya
penolakan keras dari aktivis lingkungan baik di
tingkat ~ nasional maupun international.
Penolakan  disebabkan oleh  penggunaan
teknologi dan alat berat yang merusak ekosistem
lahan gambut yang sangat sensitif terhadap
kerusakan lingkungan (Elly, 2018). Kerusakan
hutan dan degradasi ekosistem air dan tanah
yang ditinggalkan oleh proyek ini sehingga
berdampak pada kehilangan keanekaragaman
hayati dan menurunnya kualitas lingkungan
(Bappenas, 2023). Selain itu, dampak sosial dan
ekonomi memperburuk perekonomian. Pada
tahun 2015, kawasan tersebut menjadi salah satu
titik utama kebakaran lahan yang menyebabkan
krisis polusi asap berkepanjangan yang tidak
hanya mempengaruhi Kalimantan, akan tetapi
juga negara-negara tetangga seperti Singapura
dan Malaysia (Dkatadata, 2024).
Kegagalan}2{Food|Estate|Kapuas/dan

Pulang/Pisau

Swasembada pangan kembali lagi dengan
nama Program Lumbung Pangan (Food Estate)
yang merupakan Proyek Strategis Nasional 2020-
2024 yang sesuai Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Akselerasi Proyek Strategis
Nasional dan Peraturan Presiden No.83 Tahun
2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan
Pangan dan Gizi dan juga PERMEN LHK Nomor 24
Tahun 2020 Tentang Penyediaan Kawasan Hutan
Untuk Pembangunan Food Estate. Tahun 2020 di
awali dengan Pembukaan Lahan Berjenis Rawa
gambut di kalimatan Tengah mencapai 1,4 juta
Hektar. Dari hanya 152 Hektar lahan di
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Kalimantan Tengah yang memiliki Amdal, sedang
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kan sisa lahan yang dibuka belum memiliki Amdal
atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kegagalan
Program Food Estate terjadi akibat kurangnya lzin
Lingkungan, dengan 30 area teridentifikasi di 19
desa di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau
mengalami terbengkalai antara 2020-2023 (BBC,

2024).
Pembukaan|lahan/seluas)3;2fjutajhektar.

tanpalkejelasanjizinildan|hukumijlingkungan:

Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni Program
Food Estate kembali di lakukan di Merauke,
Provinsi Papua Selatan tanpa andanya ijin Amdal
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis bahkan ijin
Lingkungan. Dengan nama Merauke Integrated
Food Estate and Energy (MIFEE) Membuka lahan
untuk sawah seluas 1,2 Juta hektar di Kampung
Wanam distrik ilwayab dan Pemgembangan
Perkebunan Gula dan Bioetanol di distrik Tanah
Miring sebanyak kurang Lebih 2 Hektar yang
merupakan lokasi Proyek gula dan bioetanol yang
di totalkan kurang lebih 3,2 Juta Hektar yang
sebanding dengan 36 kali luas jakarta dan 65 kali
surabaya (Billy, 2024).
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Proyek ini Menghasilkan 450 Juta Ton CO2
sesuai dengan Perhitungan FAO of United Nations
bahwa 1 Hektar Pembukaan lahan Menghasilkan
Rata-rata 150 Ton Co2. Menyumbang Kurang lebih
1,24 % gas Rumah Kaca Global yang sangat
Berpengaruh Besar dan Membahayakan Papua
akan setiap Aspek kehidupan sosial ekonomi
Masyarakat, Iklim, Ketahanan Pangan Lokal,
Hancurnya dan Hilangnya Keaneragaman Hayati.
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Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

menilai Pemerintah cenderung melihat papua
adalah lahan kosong tanpa penghuni yang
sesukanya menjadikan papua sebagai Objek

Mega Proyek dan Terbukti sejumlah mega Proyek
Gagal dan memberikan dampak buruk bagi
masyarakat dan hutan adat di wilayah setempat
(SuaraPapua.com, 2024).

Perampasan]Hak¢{Hutan/Adat/Dan
MemarginalkaniMasyarakat/Asli|Papua

Masyarakat Adat suku Asli yang terkejut
dengan masuknya alat berat eksavator mengusur
hutan mereka. Eksavator pendukung ditargetkan
berjumlah 2.000 unit dan sudah sampi di
Merauke 366 unit eksavator (Rahardyan, 2024).
Masyarakat Adat suku Asli Tidak tahu apa sedang
yang terjadi dan mereka yang harus menjauh
dari tempat mereka tinggal yang menjadi Lokasi
pembukaan lahan Program food Estate. Proyek
MIFEE sangat merugikan masyarakat terutama
masyarakat adat di merauke.

Pengembangan Food Estate di Merauke
dianggap sebagai ancaman marginalisasi bagi
masyarakat adat asli merauke, karena Lahan yang
digunakan tersebut adalah Hutan Adat yang
penting untuk kehidupan mereka. Undang-
Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun
2021 yang seharusnya melindungi hak-hak adat
dan memberi ruang bagi masyarakat untuk
mengelola hutan adat dan sumber daya alam
terkandung tidak terlaksana dengan baik
(Elisabeth, 2021).

Large-scale land Acquisitions (LSLAs) atau
Akusisi Lahan dalam skala besar berdampak
negative bagi mata pencarian masyarakat local
dan degradasi lingkungan (Hufe & Heuermann,

2017). Akusisi Lahan skala besar menjadi
penyebab terjadinya privatisasi akan lahan,
tergusurnya masyarakat local dari

perekonomiannya (D’Odorico et al., 2017).

—

L..‘\m? .

DeskripsiPermasalahan

E v .
ERETYEN A CHBE N [ MER CER ST - E=

PenghidupanjMasyarakat
Pembukaan lahan skala besar tanpa perencanaan,

kajian lingkungan dan pertimbangan yang matang
akan segala resiko dapat menyabkan permasalahan
serius lingkungan bahkan kutukan atas sumber
daya alam. Mengakibatkan perampasan sumber
daya air, populasi flora dan fauna, mengancam
pangan lokal seperti sagu, ubi, Rusa dan ikan

muara. Program ketahanan pangan sering
mengabaikan ketahanan pangan lokal, degradasi
lingkungan, polusi air dan udara serta
meningkatkan emisi karbon yang menjadi ancaman
bagi lingkungan dan keanekaragaman hayati
(DellAngelo et al, 2017, Liao et al, 2021;

Tamura,2004).

Food Estate di Merauke Menyebakan Kesejangan
ekonomi, Menganaktirikan masyarakat adat,
Tergerus dan hilangnya Komuditas pangan lokal,
Timbulnya ketergantungan satu komuditas pangan
dan mengabaikan budidaya pangan lokal. Tanah
Merauke cocok untuk pangan lokal sejak dahulu
dan tidak semua lokasi cocok dijadikan sebagai
lahan penanaman padi ataupun Tebu (Anggriana &
Putri Lusi, 2022).

Proses pengembangan Food Estate dan Energy
di Merauke, Papua Selatan, cenderung terfokus
pada Pendapatan Domestik Bruto dan ketahanan
pangan, sementara isu lingkungan seperti
keanekaragaman hayati, pangan lokal, emisi
karbon, dan dampak sosial ekonomi terhadap
marginalisasi masyarakat adat terus diabaikan.
Pengembangan hutan harus dilakukan secara
berkelanjutan dan mereboisasi kembali untuk
melestarikan keanekaragaman hayati yang hilang.
Pembangunan Food Estate seharusnya peka
terhadap isu lingkungan dan sosial budaya untuk
menciptakan Ketahanan pangan dan Energi
berkelanjutan yang sebenarnya dan  mampu

Mensejahterahkan Masyarat (Irba et al., 2018;
Maghdalena et al., 2023; Santosa, 2015., Segenil et
al., 2018; Tonggroitou et al., 2022).
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1.Melakukan/Penuntasan Hukum|Lingkungan

Menteril Pertanian, Menteril Pertahanan, Menteri Kehutanan, Menteri lingkungan Hidup,
Kementrian PUPR, DPR"dan Pemerintah Daerah' Penuntasan Hukum Pengunaan Hutan Adat.
Penyelesaian ijin Amdal dan Kajian Lingkungan Hidup' Strategis' Bersama seluruh' pihak< dan
pemangku kepentingan Multisteakholder, LSM, Lembaga Independen dan Juga Masyarakat adat
merauke. Pembuatan/ Tim/Lembaga Independen; Pengawas Lingkungan Pembangunan Food
Estate Merauke. Mengehentikan Sementara Penyebarluasan lahani oleh Korporasityang belum
Mendapat ijin Amdall dan Kajian lingkungan Hidup Strategis untuk: Mencegah' Malapraktik
Lingkungan.

2.Konsentrasi terhadap Pelindungan Hak-Hak Masyarakat Adat suku Asli Merauke.

Pemerintah Mengakui'dan Melindungi' Hak-Hak<Adat Masyarakat Suku Asli-Merauke atas |
Hutan /Adat sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Dengar
Pendapat dan Musyawarah bersama Pemerintah, Tokoh Adat, LSM dan Pihak-pihak:terkait.
Pemerintah Menetapkan Peraturan Pemerintah atau Ketetapan: Presiden Penggunaan dan ganti
rugi atas Hutan ataupun tanah'yang masuk dalam Hak:masyarakat’adat merauke. Pemerintah
Ganti Rugi melaluil Finansial, Akses Perekonomian, Infrastrukur.dan Perbaikan akan Taraf Hidup
melalui jaminan|Pendidikanidan Pelatihan Melibatkan masyarakat;Adat dalam PembagunaniFood *
Estateidan Energi'di'Merauke.

3.Pembangunan|Food Estate dan Energy dengan Prinsip Ekonomi/Hijau dan memperhatikan
Ketahanan Pangan Lokal. .
Pemerintah melibatkan LSM dan Masyarakat Adat dalam Membuat Regulasi dan Kebijakan
yang Spesifiki dalam Pengelolaan Food Estate dan Energi dii Merauke yang Memperhatikan
Pengembangan Pangan lokal dan Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau. Pemberdayaan Petani lokal
akan Budidaya pangan lokal berkelanjutan. Pemerintah dapat Melakukan Studi Tiru Brazil dalam
Pengembangan ketahanan Pangan dan energi yang berbasis ekonomi Hijau. Penggunaan
teknologi dalam Peningkatan Produksi tanpa harus Memperbesar luasan lahan (ACS, 2021; ANP,
2019; Jaiswal, 2017; Moreira, 2020; Rosillo Calle F, 1987). Pembangunan Sistem irigasi.yang Ramah
Lingkungan dan terintegrasikan. Menyediakan Anggaran Ekstenalitas 'Lingkungan dan |
Berkolaborasi dengan multi Steakholder dalam Konservasi Hutan,dan Penghijauan Lingkungan.
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